
PUU KETENAGANUKLIRAN 
MENGENAI KESELAMATAN 

RADIASI PENGION & KEAMANAN 
SUMBER RADIOAKTIF BESERTA 

PENGEMBANGANNYA

DIKLAT JAFUNGWASRAD 
BALAI DIKLAT BAPETEN
Bogor, 17 November 2009



POKOK BAHASAN:

� Introduksi terhadap pembentukan PUU;
� Implementasi UU Nomor 10 Tahun 2004 

pada Pembentukan PUU 
Ketenaganukliran mengenai Keselamatan
Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber
Radioaktif; dan

� Pengembangan PUU Ketenaganukliran
mengenai Keselamatan Radiasi Pengion
dan Keamanan Sumber Radioaktif.



TUJUAN:
Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan

dapat:
� memahami hal-hal pokok dan mendasar dalam

pembentukan PUU menurut UU Nomor 10 Tahun
2004; 

� memahami implementasi UU Nomor 10 Tahun
2004 pada pembentukan PUU Ketenaganukliran
mengenai Keselamatan Radiasi Pengion dan
Keamanan Sumber Radioaktif; dan

� memahami pengembangan PUU 
Ketenaganukliran mengenai Keselamatan Radiasi
Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif; dan



INTRODUKSI INTRODUKSI 
� Konsep Negara Hukum;
� Jenis dan Hirarki PUU;
� Lembaga Pembentuk PUU;
� Proses Pembentukan PUU;
� Prinsip, Asas, Unsur Teknik & Muatan

Materi PUU;
� Sistematika Teknik Penyusunan & Ragam

Bahasa PUU;
� Perancang (Legal Drafter).



KONSEP NEGARA HUKUM 



KONSEP NEGARA HUKUM (2)



JENIS DAN HIRARKI PUU

UUD 1945

UNDANG-UNDANG/PERPU

PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN

PERATURAN DAERAH

Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004



LEMBAGA PEMBENTUK PUU 



LEMBAGA PEMBENTUK PUU (2)LEMBAGA PEMBENTUK PUU (2)

� DPR;
� PRESIDEN;
� DPRD;
� KEPALA DAERAH;
� MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, 

GUBERNUR BI, MENTERI, KEPALA 
BADAN/LEMBAGA/KOMISI YANG 
SETINGKAT YANG DIBENTUK OLEH UU 
ATAU PEMERINTAH ATAS PERINTAH UU.



PROSES PEMBENTUKAN PUU

� Pembentukan PUU adalah proses
pembuatan peraturan perundang-
udnangan yang pada dasarnya dimulai
dari perencanaan, persiapan, teknik
penyusunan, perumusan, pembahasan, 
pengesahan, pengundangan dan
penyebarluasan

(Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 2004)



PROSES PEMBENTUKAN PUU (2)



PROSES PEMBUATAN PUU (3)



PRINSIP, ASAS, UNSUR TEKNIK & 
MUATAN PUU



PRINSIP, ASAS, UNSUR TEKNIK & 
MUATAN PUU (2)



PRINSIP, ASAS, UNSUR TEKNIK & 
MUATAN PUU (3)





PRINSIP, ASAS, UNSUR TEKNIK & 
MUATAN PUU (5)



SISTEMATIKA TEKNIK PENYUSUNAN & 
RAGAM BAHASA PUU



SISTEMATIKA TEKNIK PENYUSUNAN & 
RAGAM BAHASA PUU (2) 

Hal Hal –– halhal khususkhusus dalamdalam teknikteknik penyusunanpenyusunan
PUU:PUU:

�� PendelegasianPendelegasian wewenangwewenang;;

�� PenyidikanPenyidikan;;

�� PencabutanPencabutan;;

�� PerubahanPerubahan;;

�� PenetapanPenetapan PerpuPerpu menjadimenjadi UU; UU; dandan

�� PengesahanPengesahan perjanjianperjanjian internasionalinternasional..



SISTEMATIKA TEKNIK PENYUSUNAN & 
RAGAM BAHASA PUU (3)

�� SifatSifat khususkhusus bahasabahasa PUU: PUU: resmiresmi, , 
kejelasankejelasan maknamakna, , dandan kelugasankelugasan..

�� PenormaanPenormaan: : pekerjaanpekerjaan berkomposisiberkomposisi
dengandengan memfokuskanmemfokuskan padapada kalimatkalimat yang yang 
mengandungmengandung laranganlarangan, , perintahperintah, , 
perkenanperkenan, , diskresidiskresi, , pengecualianpengecualian
bertindakbertindak, , menciptakanmenciptakan atauatau menghapusmenghapus
kewenangankewenangan..





PERANCANG (LEGAL DRAFTER) 

� Perancang: PNS yang diberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan menyusun PUU 
dan/atau instrumen hukum lain pada
instansi pemerintah.



PERANCANG (LEGAL DRAFTER) (2)

� Tugas Utama Perancang: berkomunikasi
melalui tulisan mengenai objek atau materi
muatan yang akan dituangkan kedalam
PUU.

� Peran Perancang: 
a. menyusun Naskah Akademik/Konsepsi;
b. menyiapkan, mengolah, dan

merumuskan rancangan PUU;



PERANCANG (LEGAL DRAFTER) (3)

KemampuanKemampuan dasardasar bagibagi perancangperancang::

�� mampumampu menggunakanmenggunakan bahasabahasa secarasecara baikbaik
dandan benarbenar;;

�� Penalaran/logikaPenalaran/logika yang yang baikbaik; ; 

�� mampumampu melakukanmelakukan analisisanalisis;;

�� menguasaimenguasai metodemetode dandan teknikteknik
pengumpulanpengumpulan data;data;

�� menguasaimenguasai kaidahkaidah komposisikomposisi..



PERANCANG (LEGAL DRAFTER) (4)
Kebenaran dasar dalam perancangan:
� bahwa yang disampaikan dalam tulisan tidak

selalu dapat diterima sama atau dengan baik
oleh setiap orang;

� bahwa makna yang akan disampaikan berada
dalam pikiran perancang, bukan dalam kata
atau simbol yang akan digunakannya, oleh
sebab itu kemampuan verbal, menggunakan
kata yang tepat, dan berkomposisi mutlak
diperlukan perancang; dan

� bahwa komunikasi tidak selalu sempurna, 
antara lain dalam penggunaan kata “dapat”
dengan “boleh”, “wajib” dengan “harus”.



IMPLEMENTASI UU NOMOR 10 
TAHUN 2004

�� GambaranGambaran UmumUmum
�� PadaPada penyusunanpenyusunan AmendemenAmendemen PP PP NomorNomor

26 26 TahunTahun 2002 2002 tentangtentang KeselamatanKeselamatan
PengangkutanPengangkutan ZatZat RadioaktifRadioaktif;;

�� PadaPada penyusunanpenyusunan dokumendokumen persiapanpersiapan
pengesahanpengesahan the Joint Convention on the the Joint Convention on the 
Safety of Spent Nuclear Fuel Management Safety of Spent Nuclear Fuel Management 
and on the Safety of Radioactive Waste and on the Safety of Radioactive Waste 
Management Management (JC).(JC).



IMPLEMENTASI UU NOMOR 10 
TAHUN 2004 (2)

�� GambaranGambaran UmumUmum PetaPeta PUU PUU 
KetenaganukliranKetenaganukliran mengenaimengenai KeselamatanKeselamatan
RadiasiRadiasi dandan KeamananKeamanan SumberSumber
RadioaktifRadioaktif..

�� RoadRoad--map PUU map PUU KetenaganukliranKetenaganukliran
mengenaimengenai KeselamatanKeselamatan RadiasiRadiasi dandan
KeamananKeamanan SumberSumber RadioaktifRadioaktif..



PenyusunanPenyusunan AmendemenAmendemen PP PP 
NomorNomor 26 26 TahunTahun 20022002

Perancang dapat berinisiatif untuk: 
� melakukan riset kecil dengan menganalisis

kemampulaksanaan dan kepatuhan terhadap
PUU yang bersangkutan;

� mencari dan meresumekan PUU lain yang 
relevan dan berkaitan;

� menginventarisasi permasalahan hukum, teknis,
� scan and scheme referensi;
� mengolah data yang diperoleh; dan
� menyusun legal opinion alternatif skenario solusi

yuridis jika ditemukan masalah.



�� ProsesProses penyusunanpenyusunan amendemenamendemen PP PP 
NomorNomor 26 26 TahunTahun 2002 2002 dapatdapat digambarkandigambarkan
sebagaisebagai berikutberikut..



Penyusunan Dokumen Persiapan
Pengesahan JC

Perancang dapat melakukan kegiatan :
� mencari, mempelajari, dan memahami dokumen

perjanjian internasional yg akan disahkan;
� menganalisis substansi perjanjian internasional

dengan PUU nasional;
� mengumpulkan dan menganalisis keterkaitan

dengan konvensi/traktat atau instrumen hukum
internasional lain yang relevan, artikel dan/atau
data dukung lain yang terkait;

� menyusun rencana tindak;
� menginisiasi penyusunan Rancangan Naskah

Penjelasan.



�� ProsesProses penyusunanpenyusunan dokumendokumen persiapanpersiapan
pengesahanpengesahan JC JC dapatdapat dijelaskandijelaskan sebagaisebagai
berikutberikut..



PENGEMBANGAN PUU

� Tidak lepas dari road-map PUU Ketenaganukliran yang 
ada;

� Konsisten mengikuti pola pembentukan dan teknik
penyusunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 
Tahun 2004;

� Perlu dibarengi dengan optimalisasi pemberdayaan
perancang dan peningkatan kemampuan dan
kompetensi perancang;

� Didukung oleh berkembangnya penyusunan legal 
opinion dan membudayanya legal analysis.

� Penyempurnaan prosedur internal pembentukan
peraturan perundang-undangan agar selaras dengan
jiwa UU Nomor 10 Tahun 2004.



PROSPEK PERANCANG 

� Challenging tasks;
� Widely open opportunities to gather, 

sketch, and compose ideas;
� Qualified and competent legal drafters;
� Sustainability of competency and 

capability;
� Resources support. 



MERCI BEAUCOUP


